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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis limitasi kewenangan penyidik dalam perkara tindak pidana
lingkungan hidup serta implikasi yuridis pasca-Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
152/Pid.B/1.H/2023 /PN SKH. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang dianalisis
secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam sistem
hukum positif Indonesia masih dibatasi pada fungsi mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat
terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya, dengan POLRI sebagai penyidik utama dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup sebagai penyidik khusus yang berada dalam
koordinasi dan pengawasan POLRI. Namun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Sukohatjo Nomor
152/Pid.B/1.H/2023 /PN SKH memberikan implikasi yuridis berupa petluasan peran penyidik yang tidak
hanya berorientasi pada aspek administratif dan pembuktian, tetapi juga mencakup kemampuan
memahami, menginterpretasikan, dan mengintegrasikan fakta-fakta ilmiah dalam menentukan tingkat
pelanggaran lingkungan hidup. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian
terhadap kompleksitas pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang semakin bergantung pada sciensific
evidence. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi penyidik, dan mekanisme
pengawasan yang efektif agar perluasan peran tersebut tetap berada dalam koridor asas legalitas, kepastian
hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip due process of law.

Kata Kunci: Asas Legalitas; Kewenangan Penyidik; Lingkungan Hidup; Scientific Evidence;
Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

This study aims to analyze the limitations of investigators’ authority in environmental crime cases and the juridical
implications arising from the Sukoharjo District Court Decision Number 152/ Pid.B/1.H/2023 /PN SKH. This
research employs a normative legal research method using both a statutory approach and a case approach, with data
analyzed through qualitative-normative methods. The findings indicate that, under Indonesia’s positive legal system,
investigators” authority remains limited to the functions of seeking and collecting evidence in order to clarify a criminal
offense and identify the suspect, with the Indonesian National Police (POLRI) serving as the primary investigative
anthority and Environmental Civil Servant Investigators (PPNS) acting as specialized investigators under the
coordination and supervision of POLRI. However, the aforementioned conrt decision has generated significant juridical
implications by expanding the role of investigators beyond administrative and evidentiary functions to include the capacity
to understand, interpret, and integrate scientific facts in determining the level of environmental violations. This
development reflects the need to adapt investigative practices to the increasing complexity of environmental crime
prosecutions, which are highly dependent on scientific evidence. Accordingly, regulatory harmonization, enbhanced
investigator competence, and effective oversight mechanisms are necessary to ensure that such an expanded role remains
consistent with the principles of legality, legal certainty, human rights protection, and due process of law.
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A. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga
negara Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Aini dkk., 2025). Hak tersebut menempatkan lingkungan
hidup tidak hanya sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bagian integral
dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara (Arba’in,
2024). Dalam mewujudkan perlindungan tersebut, negara berkewajiban menyelenggarakan
sistem penegakan hukum yang efektif terhadap berbagai bentuk perusakan dan
pencemaran lingkungan hidup (Wahyuni dkk., 2025). Penegakan hukum lingkungan hidup
merupakan instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan ckosistem, menjaga
kesehatan masyarakat, serta melindungi kepentingan generasi saat ini dan generasi
mendatang (Fitri dkk., 20206).

Sebagai wujud komitmen dalam melindungi lingkungan hidup, pemerintah telah
menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang tersebut mengatur berbagai
instrumen pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, termasuk
mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan
lingkungan. Dalam kerangka penegakan hukum pidana lingkungan hidup, UU PPLH
mengadopsi sistem penegakan hukum terpadu yang melibatkan Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang
lingkungan hidup. Kedua institusi tersebut memiliki peran strategis dalam proses
penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana lingkungan hidup yang
semakin kompleks.

Berdasarkan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik
terdiri atas penyidik POLRI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada POLRI untuk
melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan fungsi penyidikan,
POLRI juga bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS
dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana lingkungan
hidup (Lubis, 2025). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem penyidikan di
Indonesia dibangun berdasarkan prinsip koordinasi dan pembagian kewenangan
(Chandranegara, 2025) yang bertujuan mewujudkan efektivitas penegakan hukum sekaligus
menjamin kepastian hukum.

Meskipun demikian, perkembangan kejahatan lingkungan hidup menunjukkan bahwa
pembagian kewenangan penyidikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Tindak pidana
lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional
karena pembuktiannya sangat bergantung pada data ilmiah, hasil pengujian laboratorium,
analisis baku mutu lingkungan, serta kajian mengenai hubungan kausalitas antara aktivitas
pelaku dan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup (Haryadi, 2024).
Kompleksitas tersebut menuntut penyidik tidak hanya memahami aspek hukum pidana dan
hukum acara pidana, tetapi juga menguasai berbagai aspek teknis dan ilmiah yang berkaitan
dengan lingkungan hidup.

Dalam praktik penegakan hukum lingkungan hidup, tidak jarang ditemukan perkara
yang mengalami hambatan pembuktian akibat ketidakjelasan konstruksi hukum yang
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dibangun oleh penyidik. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan kegagalan penuntutan
meskipun secara faktual telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang
merugikan masyarakat. Salah satu perkara yang menarik perhatian publik dan kalangan
akademisi adalah Putusan Pengadilan Negeri Sukohatjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN
SKH yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT
Rayon Utama Makmur (PT RUM).

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang
menyoroti kualitas pembuktian pada tahap penyidikan. Hakim menilai bahwa penyidik
belum mampu menjelaskan secara memadai tingkat pelanggaran yang terjadi sechingga
hubungan antara aktivitas pelaku dan dampak pencemaran lingkungan hidup tidak dapat
dibuktikan secara meyakinkan di persidangan. Salah satu pertimbangan penting yang
muncul dalam putusan tersebut adalah pernyataan bahwa penyidik seharusnya menentukan
tingkat pelanggaran yang terjadi. Pertimbangan tersebut menarik untuk dikaji karena secara
tidak langsung memberikan arah baru mengenai fungsi dan ruang lingkup kewenangan
penyidik dalam perkara lingkungan hidup.

Secara normatif, tugas utama penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah
mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta
menemukan tersangkanya (Pujayanti dkk., 2025). Namun, pertimbangan hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut menunjukkan adanya kecenderungan
perluasan fungsi penyidik dari sekadar pengumpul alat bukti menjadi pihak yang turut
melakukan penilaian terhadap tingkat pelanggaran lingkungan hidup berdasarkan data dan
fakta yang ditemukan selama proses penyidikan. Perkembangan ini menimbulkan
pertanyaan yuridis mengenai batas-batas kewenangan penyidik dalam sistem hukum acara
pidana Indonesia.

Di satu sisi, perluasan kewenangan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk hukum
progresif yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup
(Langkay dkk., 2023). Penyidik yang mampu melakukan identifikasi dan penilaian terhadap
tingkat pelanggaran sejak awal diyakini dapat memperkuat konstruksi pembuktian,
mempercepat proses penyidikan, serta mengurangi risiko kegagalan penuntutan akibat
lemahnya berkas perkara (Rizki, 2024).

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum lingkungan
hidup modern yang menuntut kemampuan penyidik untuk memahami dan
mengintegrasikan scientific evidence ke dalam proses pembuktian pidana (Pimentel dkk.,
20206). Di sisi lain, perluasan kewenangan penyidik yang lahir melalui interpretasi putusan
pengadilan berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak didukung oleh dasar
normatif yang jelas. Dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat pemerintah harus
berlandaskan pada asas legalitas yang menghendaki adanya dasar kewenangan yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila penyidik diberikan
ruang untuk menentukan tingkat pelanggaran lingkungan hidup tanpa pengaturan yang
tegas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka
peluang terjadinya tindakan yang melampaui kewenangan (u/tra vires) (Bobek, 2020).
Kondisi demikian juga berpotensi memengaruhi perlindungan hak-hak pihak yang
diperiksa dalam proses peradilan pidana.

Penelitian dalam artikel berjudul “Efektivitas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Bandung” oleh Aditsa Fatimah
Azzahra, menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih menghadapi tantangan

149


https://doi.org/10.37893/abioso.v17i1.1411

Pergeseran Paradigma Kewenangan Penyidik dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Pengadilan... (Sitepu, dkk.)

yang serius karena efektivitas kewenangan PPNS-LH belum mengalami peningkatan yang
signifikan. Penelitian tersebut menemukan bahwa hambatan yang dihadapi masih berfokus
pada faktor-faktor sosiologis klasik, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kuantitas
sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi kelembagaan antarinstansi di tingkat
daerah (Azzahra, 2025). Sementara itu, penelitian Kresna Adicandra dan Teguh Suratman
dalam artikel “Urgensi Penyidik Pegawai Neger: Sipil dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di
Bidang Lingkungan Hidup” menegaskan bahwa keberadaan PPNS sangat penting dalam
sistem peradilan pidana karena memiliki kompetensi khusus di bidang teknis lingkungan
yang dapat mendukung keterbatasan yang dihadapi penyidik POLRI. Penelitian tersebut
menekankan pentingnya kolaborasi yang didasarkan pada kompetensi khusus dalam proses
penyidikan. Namun, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam batasan yuridis
konkret yang muncul akibat dinamika putusan pengadilan yang berpotensi membatasi
ruang gerak kewenangan penyidikan (Adicandra & Suratman, 2020).

Penelitian oleh Wongkar, Warong, dan Mamahit dalam artikel ““Problematika Hukum
Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum 1ingkungan di Bidang
Pertambangan” menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan harus dilaksanakan secara
ketat mulai dari tahap preventif, pengawasan perizinan, Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL), hingga tahap pemulihan dampak pascatambang. Penelitian
tersebut menawarkan pemetaan kewenangan pengawasan yang komprehensif, tetapi belum
mengaitkannya secara eksplisit dengan problematika benturan kewenangan represif dan
yuridis pada tahap penyidikan tindak pidana lingkungan hidup (Wongkar dkk., 2024).
Selanjutnya, penelitian Yayat Mardiat dalam artikel “Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor” menegaskan bahwa
pelaksanaan fungsi penyidikan PPNS sangat dipengaruhi oleh kualitas aparatur dan
dukungan regulasi dari pemerintah. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada
aspek implementasi empiris penegakan peraturan daerah secara umum dan belum
menguraikan secara rinci limitasi yuridis yang dihadapi penyidik sebagai akibat dari
implikasi putusan pengadilan konkret dalam sistem hukum nasional (Mardiat, 2021).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai
efektivitas kelembagaan, urgensi kompetensi, dan implementasi pengawasan PPNS telah
berkembang secara signifikan, tetapi masih bersifat parsial. Hingga saat ini, belum terdapat
penelitian yang secara komprehensif menguji batasan yuridis kewenangan penyidik yang
ditinjau langsung dari perspektif implikasi putusan pengadilan konkret, khususnya dalam
memetakan dampak hukum pertimbangan hakim terhadap batas-batas kewenangan
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini
memiliki kebaruan (novelty) dalam mengonstruksi dan mengevaluasi limitasi kewenangan
penyidik tindak pidana lingkungan hidup melalui analisis mendalam terhadap implikasi
hukum Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LLH/2023/PN SKH
sebagai bagian dari evaluasi penegakan hukum lingkungan hidup modern di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
152/Pid.B/LH/2023/PN SKH menjadi penting untuk dikaji karena berpotensi
menimbulkan implikasi yuridis terhadap ruang lingkup kewenangan penyidik dalam
penanganan tindak pidana lingkungan hidup. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan
perkara konkret yang diperiksa oleh pengadilan, tetapi juga membuka ruang perdebatan
mengenai kemungkinan terjadinya reorientasi fungsi penyidik dalam sistem peradilan
pidana lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, penelitiatn mengenai implikasi
yuridis terhadap perluasan kewenangan penyidik pasca-Putusan Pengadilan Negeri
Sukohatjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN SKH penting untuk dilakukan guna
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menganalisis kesesuaian perkembangan tersebut dengan asas legalitas, teori kewenangan,
dan prinsip negara hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua
permasalahan utama, yaitu bagaimana limitasi kewenangan penyidik dalam perkara tindak
pidana lingkungan hidup berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku saat ini serta
bagaimana implikasi yuridis terhadap perluasan kewenangan penyidik pasca-Putusan
Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH /2023 /PN SKH.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
dan memetakan batas-batas yuridis (lega/ limitation) kewenangan penyidik dalam menangani
perkara tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku
saat ini, serta menguji dan menguraikan implikasi yuridis yang timbul terhadap perluasan
kewenangan penyidik pasca-dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
152/Pid.B/LH/2023/PN SKH dalam sistem peradilan pidana lingkungan hidup di
Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research)
dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan
meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach) dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
152/Pid.B/LLH/2023 /PN SKH sebagai objek analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui studi kepustakaan (/ibrary research) dengan menelaah, menginventarisasi, dan
mensistematisasi berbagai dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif-
normatif. Berdasarkan metode tersebut, penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan
metode berpikir deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat
umum, berupa regulasi dan teori kewenangan penyidikan, menuju pernyataan yang bersifat
khusus, yaitu perluasan kewenangan dalam putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Adapun bahan hukum
sekunder terdiri atas buku-buku yang membahas teori kewenangan penyidik dan hukum
acara pidana, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah, serta berbagai literatur lain yang relevan
dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum
(Black’s Law Dictionary), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia hukum
kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Limitasi Kewenangan Penyidik Terhadap Perkara Tindak Pidana Lingkungan
Hidup Berdasarkan Kerangka Hukum Positif Saat Ini

Penyidikan menduduki posisi sentral dan krusial dalam sistem peradilan pidana
(¢eriminal justice system) karena tahap ini menjadi jembatan awal dalam mengonversi suatu
peristiwa konkret menjadi pembuktian hukum yang sah (Yusuf dkk., 2026). Berdasarkan
Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama/Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1981), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan
penyidik yang dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari
dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak
pidana serta menemukan tersangkanya. Secara doktrinal, paradigma konvensional tersebut
berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur pembuktian formal guna menjawab pertanyaan
mendasar dalam penyidikan pidana, yaitu mengenai apa, kapan, di mana, dengan apa,
bagaimana, mengapa, dan siapa pelaku tindak pidana yang diselidiki (Anbarasi & Sankar,
2020).

Secara kelembagaan, Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP Lama memberikan distingsi
kewenangan yang tegas dengan menempatkan Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI) sebagai penyidik utama (magisterial investigator) yang memiliki cakupan
kewenangan luas. Kewenangan tersebut meliputi tindakan represif berupa upaya paksa
(dwangmiddelen), seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta
kewenangan administratif-yuridis berupa pembuatan berita acara pemeriksaan yang
menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Konstelasi
kewenangan yang bersifat umum tersebut mengalami spesialisasi dan diferensiasi
fungsional ketika diterapkan dalam rezim hukum pidana khusus (bizonder strafrech?) (i dkk.,
20206), salah satunya tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU
PPLH).

Mengingat tindak pidana lingkungan hidup memiliki kompleksitas ilmiah yang tinggi
dan sangat bergantung pada pembuktian berbasis ilmu pengetahuan (scientific crimes/ scientific
evidence-based), seperti pembuktian pencemaran melalui pengujian laboratorium dan
parameter baku mutu lingkungan, Pasal 94 UU PPLH memberikan kewenangan kepada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di bidang lingkungan hidup untuk
melakukan penyidikan. Kendati PPNS dibekali berbagai kewenangan dalam Pasal 94 ayat
(2) UU PPLH, termasuk melakukan pemeriksaan dokumen, penggeledahan, serta tindakan
lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kewenangan
tersebut tetap berada dalam kerangka prinsip integralitas penegakan hukum (integrated
criminal justice systens) sebagaimana dianut dalam hukum positif Indonesia.

Hal tersebut tecermin dalam tata kelola peradilan (judicial governance), yang
mengharuskan PPNS berkoordinasi dengan POLRI dalam pelaksanaan upaya paksa
sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (3) UU PPLH. Selain itu, PPNS juga berkewajiban
menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut
Umum dengan tembusan kepada POLRI sebagai institusi Koordinasi dan Pengawasan
(Korwas). Dalam kerangka tersebut, asas subsidiaritas turut melekat dalam penegakan
hukum lingkungan hidup, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (#/timum
remedinm) apabila instrumen hukum administrasi dan keperdataan tidak lagi efektif dalam
mereduksi kerusakan ekologis yang terjadi. Namun, dalam praktiknya, dualisme
kepemimpinan penyidikan, ego sektoral, serta tumpang tindih interpretasi mengenai batas-
batas kompetensi absolut maupun relatif kerap menimbulkan berbagai anomali yudisial
(Pujayanti dkk., 2025).

Puncak dari ketegangan normatif tersebut termanifestasi secara nyata dalam Putusan
Pengadilan Negeti Sukohatjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN SKH. Perkara ini menjadi
diskursus akademik yang menarik karena majelis hakim melalui pertimbangan hukumnya
(ratio decidendi) menghadirkan suatu interpretasi yang dipandang memperluas batas legalitas
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tindakan penyidik, melampaui batasan formal yang selama ini diatur secara ketat dalam
KUHAP Lama dan UU PPLH.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim membenarkan tindakan penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik di luar batas penugasan formal kedinasan yang secara eksplisit
tercantum dalam surat perintah. Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan
penyelamatan lingkungan hidup dalam kondisi yang bersifat darurat, pembatasan-
pembatasan birokratis dan formal dalam hukum acara pidana dapat dikesampingkan.
Fenomena judicial activism tersebut kemudian memunculkan perdebatan doktrinal yang
tajam antara penganut kepastian hukum formal (strict legal enforcement/ formal justice) dan
pendekatan yang lebih progresif dalam penegakan hukum. Penganut aliran positivisme
hukum memandang tindakan hakim tersebut sebagai bentuk ultra vires (melampaui
kewenangan). Berdasarkan asas legalitas yang menjadi landasan hukum acara pidana (nullum
Judicinm sine lege), setiap tindakan upaya paksa dan keabsahan alat bukti harus tunduk pada
prosedur formal yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, perluasan
kewenangan tanpa didukung perubahan regulasi yang jelas berpotensi menimbulkan
kesewenang-wenangan (abuse of power) serta mencederai hak-hak terdakwa yang dijamin
melalui prinsip dwe process of law (Cook & Kabala, 20206).

Sebaliknya, pendukung hukum progresif memandang langkah Pengadilan Negeri
Sukoharjo sebagai bentuk keberanian hukum sekaligus terobosan hukum yang
fundamental. Kejahatan lingkungan hidup memiliki karakteristik zrreversible, yaitu kerusakan
yang sulit atau bahkan tidak dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, apabila penyidik
terbelenggu oleh batasan yurisdiksi administratif yang kaku ketika bukti-bukti lingkungan
hidup terancam hilang, maka keadilan ekologis berpotensi tidak tercapai. Dalam konteks
tersebut, hakim dipandang menjalankan fungsi penemuan hukum (rechtsvinding) untuk
mengisi kekosongan hukum (/ega/ gap) yang timbul akibat lambannya birokrasi penegakan
hukum. Ketidakjelasan batasan kewenangan antarinstansi dalam perkara tersebut
menunjukkan adanya kerentanan sistemik dalam KUHAP Lama, schingga hakim seolah-
olah didorong untuk menembus batasan hukum formal dan mengisi kekosongan regulasi
guna menghindari kebuntuan penegakan hukum yang disebabkan oleh friksi birokratis di
lapangan.

Sebagai respons terhadap tantangan penegakan hukum yang selama ini kerap
terhambat oleh keterbatasan regulasi, Indonesia melakukan reformasi hukum acara pidana
melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Undang-undang ini membawa pergeseran
paradigma (paradigm shiff) yang mendasar mengenai hakikat dan eksistensi lembaga penyidik
di Indonesia serta secara tidak langsung memberikan kerangka normatif baru terhadap
polemik kewenangan yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 5 KUHAP Baru, definisi penyidikan
direorientasikan secara lebih substantif untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti
(evidentiary tools), bukan lagi berfokus pada istilah “bukti” yang dalam praktik kerap
menimbulkan berbagai penafsiran. Lebih lanjut, Pasal 6 KUHAP Baru secara tegas
melakukan unifikasi dan kodifikasi jenis penyidik ke dalam tiga klaster utama, yaitu Penyidik
POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyidik Tertentu yang memperoleh
kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang khusus, seperti Kejaksaan dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
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Melalui Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pembentuk undang-
undang secara doktrinal menegaskan kembali kedudukan Pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia (POLRI) sebagai Penyidik Utama (the main investigator) yang memiliki
yurisdiksi komprehensif terhadap seluruh tindak pidana di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi yuridis dari penempatan POLRI sebagai
penyidik utama tersebut dipertegas melalui rekonstruksi mekanisme koordinasi yang diatur
dalam Pasal 7 dan Pasal 8§ KUHAP Baru. Berbeda dengan KUHAP Lama yang dalam
praktiknya sering menimbulkan ketidakjelasan koordinasi antarlembaga, Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas mengatur bahwa PPNS
berada dalam mekanisme koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Kewajiban
koordinasi tersebut berlangsung secara berkelanjutan sejak tahap penyelidikan, dimulainya
penyidikan, hingga penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Penguatan tata kelola kelembagaan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 8 ayat (3)
KUHAP Baru yang mengatur bahwa penyerahan berkas perkara oleh PPNS atau Penyidik
Tertentu dilakukan melalui Penyidik POLRI untuk selanjutnya diteruskan kepada Penuntut
Umum. Desain kelembagaan yang menerapkan mekanisme satu pintu (one-gate systems) ini
dikonstruksikan untuk meminimalkan friksi antarlembaga, menjamin transparansi proses
penyidikan, serta mencegah terjadinya tindakan yang melampaui kewenangan (u/tra vires)
dan berpotensi mencederai hak-hak tersangka (Wendel, 2020).

Lebih lanjut, rekonstruksi hukum dalam KUHAP Baru juga menghadirkan dimensi
baru dalam penyelesaian perkara pidana melalui pengakuan terhadap mekanisme keadilan
restoratif (restorative justice) sebagai salah satu kewenangan penyidik sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada
akhirnya menyediakan kerangka analisis dan perspektif doktrinal yang relevan untuk
mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN SKH
secara lebih komprehensif. Perluasan kewenangan penyidikan yang pada saat putusan
tersebut dijatuhkan memunculkan polemik dan oleh sebagian kalangan dipandang sebagai
bentuk tindakan #/fra vires, kini dapat dievaluasi kembali dalam konteks perkembangan
hukum acara pidana yang lebih mutakhir. Dari perspektif hukum kontemporer,
pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dapat dipahami bukan semata-mata sebagai
anomali dalam penegakan hukum, melainkan sebagai refleksi awal terhadap kebutuhan
integrasi sistem penyidikan yang saat ini telah memperoleh landasan normatif yang lebih
jelas melalui KUHAP Baru. Dengan demikian, penguatan kewenangan dalam penegakan
hukum lingkungan hidup tidak lagi bergantung pada interpretasi yang bersifat kasuistis,
tetapi telah ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih terstruktur di bawah mekanisme
koordinasi dan pengawasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan guna
mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekologis secara seimbang.

C.2 Implikasi Yuridis Terhadap Perluasan Kewenangan Penyidik Pasca-Putusan
Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH /2023 /PN SKH

Putusan Pengadilan Negeri Sukohatjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN SKH
menghadirkan diskursus baru dalam perkembangan hukum acara pidana lingkungan hidup
di Indonesia. Meskipun secara formal putusan tersebut tidak menciptakan norma hukum
baru sebagaimana kewenangan vyang dimiliki oleh pembentuk undang-undang,
pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang dikemukakan oleh majelis hakim memiliki
signifikansi yuridis yang besar terhadap praktik penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah pernyataan hakim yang menegaskan
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bahwa penyidik seharusnya menentukan tingkat pelanggaran yang terjadi sebelum perkara
diajukan ke persidangan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim pada pokoknya menyatakan bahwa
hukum pembuktian pidana menganut standar pembuktian yang ketat, sehingga alat bukti
yang diajukan di persidangan harus mampu memberikan keyakinan yang kuat kepada hakim
dan tidak menyisakan keraguan yang beralasan (beyond reasonable doubi). Menurut hakim,
standar pembuktian yang ketat tersebut diperlukan untuk melindungi hak-hak dasar
terdakwa berdasarkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), mengingat sanksi
pidana pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan terhadap hak-hak subjek hukum,
dalam perkara @ guo termasuk terhadap subjek hukum korporasi PT Rayon Utama Makmur.
Majelis hakim selanjutnya menilai bahwa Penuntut Umum tidak berhasil menumbangkan
asas praduga tak bersalah karena gagal membuktikan unsur materiil dakwaan terkait adanya
kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dan udara.

Lebih lanjut, majelis hakim berpendapat bahwa kegagalan pembuktian oleh Penuntut
Umum bersumber dari kualitas berkas perkara yang telah bermasalah sejak tahap
penyidikan. Menurut hakim, alat-alat bukti yang diajukan belum mampu memberikan dasar
pembuktian yang memadai dan mutakhir untuk mendukung dakwaan yang diajukan. Hakim
juga menegaskan bahwa karakteristik tindak pidana lingkungan hidup (environmental crime)
sangat bergantung pada alat bukti yang bersifat ilmiah (scientific evidence). Oleh karena
Penuntut Umum tidak mampu menguraikan secara jelas hubungan kausalitas (causal verband)
antara tindakan korporasi terdakwa dan dampak pencemaran yang terjadi, majelis hakim
berkesimpulan bahwa tidak terdapat keyakinan yang cukup untuk menjatuhkan pidana
kepada terdakwa.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa ketiadaan parameter yang jelas
mengenai kadar, volume, dan dampak nyata dari pembuangan limbah berbahaya dalam
berkas perkara menunjukkan bahwa proses penyidikan selama ini masih berorientasi pada
pemenuhan aspek formal dan administratif. Padahal, tindak pidana lingkungan hidup
memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi serta dampak yang bersifat kumulatif, sehingga
memerlukan kalkulasi dan kualifikasi ekologis yang akurat dalam proses pembuktiannya.

Lebih lanjut, majelis hakim berpendapat bahwa ketidakmampuan penyidik
menguraikan secara ilmiah status baku mutu lingkungan yang dilanggar menyebabkan
hakim mengalami kesulitan dalam menemukan kebenaran materiil di persidangan. Dalam
konteks tersebut, majelis hakim memandang perlunya standar pembuktian yang lebih
memadai pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, melalui pertimbangan hukumnya, hakim
memberikan catatan yang bersifat konseptual dengan menegaskan bahwa “secharusnya
penyidik menentukan tingkat pelanggaran yang terjadi.” Menurut majelis hakim, penegasan
tersebut merupakan respons terhadap kelemahan mendasar dalam penegakan hukum
pidana lingkungan hidup yang selama ini ditandai oleh belum optimalnya kemampuan
penyidik dalam mengidentifikasi dan menetapkan tingkat pelanggaran sejak awal proses
hukum berlangsung.

Pernyataan tersebut memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar kritik terhadap
kualitas berkas perkara. Secara konseptual, majelis hakim mengisyaratkan perlunya
perubahan orientasi penyidikan dari yang semula berfokus pada pengumpulan alat bukti
menuju kemampuan untuk menilai tingkat signifikansi pelanggaran lingkungan hidup
berdasarkan fakta dan data yang diperoleh selama proses penyidikan. Dengan demikian,
penyidik tidak hanya berperan sebagai pengumpul fakta, tetapi juga dituntut mampu
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memahami, menginterpretasikan, dan mengonstruksikan fakta-fakta ilmiah ke dalam
kerangka hukum pidana guna mendukung pembuktian yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif hukum acara pidana klasik, tugas penyidik dibatasi pada tindakan
mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta
menemukan tersangkanya. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP
yang mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang
terjadi serta menemukan tersangkanya. Secara tekstual, definisi tersebut tidak memberikan
kewenangan eksplisit kepada penyidik untuk melakukan penilaian ilmiah terhadap tingkat
atau kualitas suatu pelanggaran lingkungan hidup. Namun demikian, perkembangan
kejahatan lingkungan hidup menunjukkan bahwa pendekatan konvensional tersebut tidak
lagi sepenuhnya memadai. Karakteristik tindak pidana lingkungan hidup yang bergantung
pada data laboratorium, parameter baku mutu, analisis dampak ekologis, serta pembuktian
hubungan kausalitas menuntut kemampuan penyidik yang lebih komprehensif. Oleh
karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara PT Rayon Utama Makmur dapat dipahami
sebagai respons yudisial terhadap kebutuhan aktual dalam penegakan hukum lingkungan
hidup.

Dalam teori kewenangan (authority theory), setiap tindakan pejabat negara harus
memiliki dasar legitimasi yang jelas. Menurut doktrin hukum administrasi, kewenangan
dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Atribusi merupakan pemberian
kewenangan asli oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Delegasi
merupakan pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lainnya, sedangkan
mandat merupakan pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain atas nama pemberi mandat.
Apabila dikaji berdasarkan teori tersebut, kewenangan penyidik untuk menentukan tingkat
pelanggaran lingkungan hidup belum secara eksplisit diberikan melalui mekanisme atribusi
dalam KUHAP maupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai dasar legitimasi
kewenangan dimaksud. Secara teoretis, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Sukoharjo dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap adanya
kewenangan implisit (implied anthority) yang melekat pada fungsi penyidikan. Kewenangan
implisit muncul ketika suatu tugas tidak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa adanya
kewenangan tambahan yang, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-
undang, secara logis diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, penyidik akan mengalami kesulitan
membangun konstruksi perkara yang kuat apabila hanya berperan sebagai pengumpul
dokumen dan hasil laboratorium tanpa memahami makna serta implikasi dari data yang
diperoleh. Oleh karena itu, penentuan tingkat pelanggaran dapat dipandang sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari fungsi membuat terang tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam KUHAP. Meskipun demikian, pengakuan terhadap kewenangan implisit tersebut
harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan asas legalitas yang menjadi
fondasi utama negara hukum. Setiap perluasan kewenangan aparat penegak hukum harus
tetap berada dalam koridor hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu implikasi yuridis yang paling signifikan dari perluasan kewenangan penyidik
berkaitan dengan penerapan asas legalitas. Asas legalitas tidak hanya berlaku dalam hukum
pidana materiil, tetapi juga dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan
aparat penegak hukum harus memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perluasan fungsi penyidik untuk menentukan tingkat pelanggaran
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lingkungan hidup berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan
yang diperbolehkan oleh hukum. Apabila kewenangan tersebut tidak diatur secara tegas,
terdapat risiko terjadinya tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, kondisi tersebut dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang diperiksa. Tersangka berhak
mengetahui dasar hukum atas setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Ketika penyidik menggunakan parameter atau metode tertentu untuk menentukan tingkat
pelanggaran tanpa landasan hukum yang jelas, maka hak-hak tersangka berpotensi
terlanggar.

Oleh karena itu, perluasan kewenangan yang berkembang melalui praktik peradilan
perlu diikuti dengan harmonisasi regulasi agar memperoleh legitimasi formal. Tanpa adanya
dasar normatif yang jelas, perluasan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik
dengan prinsip due process of law.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan kedudukan scentific evidence dalam pembuktian
tindak pidana lingkungan hidup. Selama ini, hasil laboratorium dan keterangan ahli sering
kali diperlakukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya, penyidik
cenderung menyerahkan interpretasi terhadap data ilmiah sepenuhnya kepada ahli yang
dihadirkan di persidangan. Pasca-Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
152/Pid.B/LH/2023/PN SKH, muncul kecenderungan yang menghendaki penyidik
untuk memahami dan mengintegrasikan data ilmiah tersebut ke dalam konstruksi perkara.
Dengan demikian, penyidik tidak cukup hanya memperoleh hasil laboratorium, tetapi juga
harus mampu menjelaskan relevansi dan makna hukum dari hasil tersebut dalam konteks
pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.

Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan kualitas pembuktian karena hubungan
antara fakta ilmiah dan unsur tindak pidana dapat dijelaskan secara lebih sistematis sejak
tahap penyidikan. Berkas perkara yang disusun tidak lagi hanya memuat kumpulan
dokumen ilmiah, tetapi juga analisis mengenai relevansi data tersebut dalam membuktikan
terjadinya tindak pidana. Di sisi lain, peningkatan peran penyidik dalam
menginterpretasikan scientific evidence juga menimbulkan risiko terjadinya kesalahan analisis
apabila tidak didukung oleh kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan standar
kompetensi khusus bagi penyidik yang menangani tindak pidana lingkungan hidup.

Perluasan kewenangan penyidik juga berimplikasi terhadap hubungan antara penyidik
dan saksi ahli (Ulhaq, 2023). Dalam paradigma sebelumnya, saksi ahli diposisikan sebagai
pihak yang memiliki peran dominan dalam menentukan kualitas pembuktian ilmiah,
sedangkan penyidik lebih berfungsi sebagai fasilitator yang menghadirkan keterangan ahli
ke dalam berkas perkara. Pasca-Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
152/Pid.B/LH/2023 /PN SKH, posisi saksi ahli tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya
pihak yang melakukan penilaian terhadap tingkat pelanggaran lingkungan hidup. Penyidik
mulai ditempatkan sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi awal
terhadap hasil pemeriksaan ilmiah. Perubahan tersebut berpotensi memperkuat efektivitas
penyidikan karena penyidik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pendapat ahli.
Meskipun demikian, peran ahli tetap tidak dapat dikesampingkan karena aspek-aspek teknis
tertentu tetap memerlukan pengetahuan dan keahlian ilmiah yang mendalam.

Hubungan koordinasi antara Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Lingkungan Hidup (PPNS-LH) perlu ditempatkan dalam pola kemitraan yang saling
melengkapi dalam kerangka Integrated Criminal Justice System (1C]S), bukan dalam hubungan
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yang bersifat subordinatif maupun kompetitif. Karakteristik tindak pidana lingkungan
hidup yang kompleks, kumulatif, dan sangat teknis menyebabkan proses pembuktiannya
memerlukan keahlian khusus dalam investigasi berbasis ilmiah (scientific crime investigation),
yang menjadi salah satu kompetensi utama PPNS-LH. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), PPNS merupakan pejabat
pegawal negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan penyidikan berdasarkan undang-
undang karena memiliki penguasaan teknis pada bidang-bidang tertentu yang tidak selalu
dimiliki secara mendalam oleh penyidik umum POLRI. Oleh karena itu, batas-batas
kewenangan yuridis serta mekanisme koordinasi antara kedua institusi penyidik tersebut
perlu diperjelas guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan
petlindungan hak asasi manusia (HAM).

Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
152/Pid.B/LH/2023/PN SKH, pertimbangan hakim yang memberikan tafsir baru
mengenal batas kewenangan penyidik menimbulkan problematika hukum yang serius
terkait potensi tumpang tindih (overlapping) yurisdiksi. Apabila tafsir putusan tersebut
dipahami sebagai perluasan kewenangan (extension of power) yang memungkinkan penyidik
secara subjektif menentukan tingkat pelanggaran atau kerusakan lingkungan hidup, kondisi
tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas (nullum delictum nulla poena sine
praevia lege) serta mencederai hak atas peradilan yang adil (fair #rial). Batas-batas materiil
pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun represif administratif, pada dasarnya
merupakan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana diatur
dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Oleh karena itu, pengaburan batas
kewenangan tersebut melalui pemberian ruang kepada penyidik untuk mengambil alih
fungsi penilaian tingkat kerusakan ekologis tanpa standar hukum yang jelas berpotensi
menimbulkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang (abuse of power).

Lebih lanjut, problematika hukum pasca-Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo
tersebut berimplikasi terhadap konsistensi hubungan antara hukum acara pidana sebagai
hukum formil dan hukum lingkungan sebagai hukum materiil, khususnya setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan asas
legaliteit  beginselen, keabsahan tindakan pejabat pemerintah ditentukan oleh adanya
kewenangan yang sah menurut undang-undang, baik yang diperoleh melalui atribusi
maupun delegasi. Dengan demikian, tindakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup
tidak seharusnya bertumpu semata-mata pada perluasan penafsiran hakim yang bersifat
kasuistis. Ketiadaan limitasi yuridis yang tegas mengenai batas antara fungsi pengawasan
oleh PPLH dan fungsi penyidikan oleh PPNS maupun POLRI berpotensi menimbulkan
permasalahan terhadap validitas proses penegakan hukum yang dilakukan sejak tahap awal.

Oleh karena itu, implikasi yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo
Nomor 152/Pid.B/LLH/2023/PN SKH petlu direspons melalui harmonisasi regulasi yang
mampu memberikan kepastian mengenai batas kewenangan masing-masing institusi.
Penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang berkeadilan harus tetap ditempatkan
dalam koridor negara hukum demokratis yang menjunjung asas legalitas dan akuntabilitas.
Setiap penguatan maupun pergeseran kewenangan aparat penegak hukum perlu diimbangi
dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Dalam konteks
tersebut, peningkatan kompetensi penyidik dalam memahami dan mengelola bukti ilmiah
(scientific evidence) harus tetap diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu mencari dan mengumpulkan
alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya.
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Adapun fungsi pengawasan teknis dan penilaian tingkat pelanggaran yang secara normatif
menjadi kewenangan lembaga pengawas lingkungan hidup tetap harus dilaksanakan sesuai
dengan batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan penegakan hukum lingkungan hidup, penyidik tidak lagi
diposisikan semata-mata sebagai pengumpul alat bukti, melainkan juga sebagai aktor
penting dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, identifikasi korban kejahatan
lingkungan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian,
reorientasi peran tersebut harus dibangun melalui mekanisme hukum yang jelas, terukur,
dan dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat
tercapal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dari perspektif hak asasi
manusia (HAM), kewenangan yang terlalu luas tanpa mekanisme pengawasan yang
memadai berpotensi membuka ruang terjadinya abuse of power. Sebaliknya, kewenangan yang
terlalu terbatas juga dapat menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan
pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara
efektivitas penegakan hukum dan perlindungan HAM harus menjadi prinsip utama dalam
perumusan kebijakan hukum di bidang penyidikan lingkungan hidup.

Perkara PT Rayon Utama Makmur menunjukkan bahwa persoalan pembuktian yang
paling kompleks sering kali muncul dalam tindak pidana korporasi. Kejahatan korporasi
memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan individual karena melibatkan struktur
organisasi yang kompleks serta proses pengambilan keputusan yang berlapis. Dalam
konteks tersebut, perluasan kewenangan penyidik berpotensi meningkatkan efektivitas
penegakan hukum terhadap korporasi. Penyidik yang mampu mengidentifikasi dan
menentukan tingkat pelanggaran sejak tahap awal akan lebih mudah menelusuri bentuk
pertanggungjawaban korporasi serta hubungan antara kebijakan perusahaan dan dampak
lingkungan yang ditimbulkan. Kemampuan tersebut juga dapat mempercepat proses
pengumpulan alat bukti karena penyidik tidak harus menunggu keseluruhan proses analisis
ahli sebelum mengambil langkah investigatif lanjutan. Dengan demikian, peluang korporasi
untuk menghilangkan, mengubah, atau memanipulasi alat bukti dapat diminimalkan.

Konsekuensi logis dari perluasan kewenangan tersebut adalah meningkatnya
kebutuhan terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia. Penyidik lingkungan hidup
tidak lagi cukup dibekali pengetahuan hukum semata, tetapi juga perlu memahami ilmu
lingkungan, teknik laboratorium, toksikologi, serta analisis risiko ekologis (Sekhroni, 2025).
Oleh karena itu, diperlukan sistem sertifikasi nasional bagi penyidik lingkungan hidup guna
memastikan bahwa setiap penyidik yang melakukan penilaian terhadap tingkat pelanggaran
memiliki kompetensi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu,
pendidikan dan pelatthan berkelanjutan perlu diselenggarakan untuk menyesuaikan
kemampuan penyidik dengan perkembangan teknologi serta metode pembuktian ilmiah
yang terus berkembang.

Implikasi yuridis yang tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk membentuk regulasi
yang secara cksplisit mengatur ruang lingkup kewenangan penyidik dalam perkara
lingkungan hidup. Pengaturan tersebut dapat diwujudkan melalui peraturan pelaksana
KUHAP Baru, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri yang relevan. Regulasi
dimaksud perlu mengatur standar metodologi, prosedur pengambilan sampel, mekanisme
evaluasi hasil laboratorium, serta tata cara penentuan tingkat pelanggaran lingkungan hidup.
Dengan adanya standar yang jelas dan seragam, efektivitas penegakan hukum dapat
ditingkatkan sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan.
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Regulasi tersebut juga perlu mengatur mekanisme pengawasan terhadap penggunaan
kewenangan penyidik agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan
perlindungan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan analisis penulis, Putusan Pengadilan
Negeri Sukohatjo Nomor 152/Pid.B/LLH/2023/PN SKH memberikan implikasi yuridis
yang signifikan terhadap perkembangan hukum acara pidana lingkungan hidup di
Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa model penyidikan konvensional tidak lagi
sepenuhnya memadai untuk menghadapi kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana
lingkungan hidup modern.

Meskipun perluasan kewenangan penyidik berpotensi meningkatkan efektivitas
penegakan hukum dan memperkuat perlindungan lingkungan hidup, implementasinya
tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Perluasan kewenangan tersebut harus
dibangun melalui harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi penyidik, serta
pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, perluasan
kewenangan penyidik tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas pembuktian dalam
perkara lingkungan hidup, tetapi juga tetap menjaga prinsip legalitas, kepastian hukum, dan
petlindungan hak asasi manusia sebagai karakteristik utama negara hukum Indonesia. Pada
akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Sukohatjo Nomor 152/Pid.B/L.H/2023/PN SKH
dapat dipandang sebagai momentum penting untuk merekonstruksi paradigma penyidikan
lingkungan hidup menuju sistem yang lebih berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan
berkeadilan.

D. Simpulan

Limitasi kewenangan penyidik dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup pada
dasarnya tetap berlandaskan pada asas legalitas dan prinsip sistem peradilan pidana terpadu
(integrated criminal justice systenr). KUHAP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan POLRI
sebagai penyidik utama, sementara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup
menjalankan kewenangan khusus dalam kerangka koordinasi dan pengawasan POLRI.
Dalam konstruksi hukum positif tersebut, tugas penyidik pada prinsipnya dibatasi pada
kegiatan mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana
serta menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, kewenangan untuk menilai tingkat
pelanggaran lingkungan hidup belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
152/Pid.B/LH/2023/PN SKH memberikan implikasi yuridis yang penting terhadap
perkembangan hukum acara pidana lingkungan hidup di Indonesia. Putusan tersebut
menunjukkan adanya kecenderungan perluasan peran penyidik yang tidak lagi terbatas pada
pengumpulan alat bukti, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami,
menginterpretasikan, dan mengintegrasikan fakta-fakta ilmiah dalam konstruksi
pembuktian guna menentukan tingkat pelanggaran lingkungan hidup. Perkembangan ini
mencerminkan kebutuhan penyesuaian sistem penyidikan terhadap karakteristik tindak
pidana lingkungan hidup yang semakin bergantung pada scientific evidence. Oleh karena itu,
diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi teknis penyidik, serta mekanisme
pengawasan yang efektif agar peningkatan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup
dapat diwujudkan tanpa mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak
asasi manusia, dan prinsip dwue process of law sebagai fondasi negara hukum.
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